BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika Indonesia telah mengumumkan kemerdekaan di tahun 1945,
Indonesia membutuhkan pemerintahan agar dapat mencapai kedaulatan.
Pembentukan partai politik, kelompok sosial, dan institusi lain yang berfokus
pada tindakan dan tulisan hanyalah beberapa upaya yang diperlukan untuk
mewujudkan kedaulatan tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan.!

Kehidupan nasional dan kenegaraan membutuhkan keterlibatan
warga dalam bidang politik. Indonesia sebagai negara yang menganut
demokrasi memerlukan keikutsertaan rakyatnya melalui berbagai cara,
seperti ikut serta dalam pemilu, mengontrol keputusan pemerintah, dan turut
aktif dalam percakapan publik tentang isu-isu politik. Semua bentuk
keikutsertaan ini adalah hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Gereja
tidak bisa menghindari kehidupan politik yang memengaruhi anggotanya
karena gereja adalah organisasi keagamaan yang memiliki pengaruh moral
dan sosial dalam masyarakat.

Secara umum, politik adalah upaya untuk menetapkan undang-
undang yang dapat disetujui oleh mayoritas orang guna membimbing

masyarakat menuju harmoni. Pengejaran akan 'kehidupan yang unggul' ini

!Aristoteles, Politik - Terjemahan Saut Pasaribu (Narasi, 2017).
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mencakup sejumlah kegiatan, termasuk yang berkaitan dengan tujuan sistem
dan metode untuk mencapainya. Masyarakat memutuskan apa tujuan sistem
politik seharusnya, yang melibatkan prioritas terhadap tujuan yang telah
ditetapkan dan memilih dari sejumlah opsi.?

Menurut Aristoteles, politik seharusnya berfokus pada inisiatif untuk
membangun kedaulatan dalam pemerintahan, baik yang diungkapkan secara
lisan maupun tertulis. Akibatnya, politik dan masyarakat sangat terkait satu
sama lain dan tidak seharusnya ada secara terpisah. Dalam salah satu
karyanya, Gerrit Singgih mengklaim bahwa politik adalah upaya untuk
mencapai kesepakatan yang menghasilkan kebijakan yang baik secara sosial.
Dengan mengacu pada pandangan Aristoteles dan Gerrit Singgih, kita bisa
percaya bahwa kegiatan politik memiliki maksud yang luhur. Hal ini karena
aktivitas politik dapat memperkuat kedaulatan suatu negara dan
meningkatkan taraf hidup penduduknya.?

Berdasarkan pendapat Aristoteles yang dirujuk oleh David Ming
dalam karya tulisnya tentang eksistensi politik di masyarakat, inti dari
hubungan antar manusia sebenarnya bersifat politis. Kapan pun sejumlah
individu berkumpul dan saling terhubung, isu-isu tentang pemerintahan dan

kekuasaan akan senantiasa timbul. Aristoteles menyebut fenomena ini

2Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
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sebagai keadaan wajar yang tidak dapat dielakkan oleh umat manusia. Oleh
karena itu, ketika seseorang berusaha menentukan posisinya di tengah
masyarakat demi mencapai kesejahteraan bagi diri sendiri maupun orang
lain, ia perlu memiliki kemampuan memengaruhi orang lain dan
lingkungannya agar pandangannya dapat diterima. Bagi Aristoteles, aktivitas
semacam itu merupakan bentuk dari politik. Ia menegaskan bahwa di mana
pun terdapat proses saling memengaruhi antara individu dan kelompok, di
situlah politik hadir. Itulah sebabnya Aristoteles menyimpulkan bahwa setiap
orang pada dasarnya adalah seorang politisi.*

Mengingat melimpahnya platform politik di Indonesia, hal ini relevan
bagi warga negara. Kekristenan adalah salah satu contoh di mana sekelompok
individu dapat membicarakan politik dalam lingkungan gereja. Menurut
Gerrit Siggih, yang dikutip oleh John Simon, gereja seharusnya tidak
menjauhkan diri dari dinamika politik di negara ini karena gereja adalah
bagian darinya dan tidak dapat dipisahkan dari politik.?

Seperti yang disampaikan oleh Alister E. McGrath mengutip
pandangan Calvin, keterkaitan antara Gereja dan Negara dilihat sebagai
sesuatu yang wajar karena kedua institusi ini terhubung dengan wilayah

politik, dan ikatan di antara keduanya berpusat pada Yesus Kristus.

*Alvary Exan Rerung and Juliati Attu, “Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan
Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Sapankale” (2023).
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Akibatnya, pekerjaan yang dilakukan oleh kedua institusi tersebut didasarkan
pada kehendak Yesus, dengan tujuan yang sama — kesejahteraan masyarakat.
Perspektif ini berbeda dengan pandangan Martin Luther, yang menganggap
Gereja dan Negara sebagai dua ranah yang berbeda. Namun, pemisahan yang
diusulkan Luther berbeda dari Gereja awal; ia tetap mengakui perbedaan
mereka tetapi menekankan bahwa titik-titik kontak antara keduanya dapat
dimanfaatkan untuk mencapai tujuan bersama kesejahteraan masyarakat di
Indonesia.®

Menurut Aristoteles dan Gerrit Singgih, kegiatan politik sepatutnya
dapat memberikan manfaat baik kepada rakyat. Akan tetapi, dalam
praktiknya, kegiatan ini justru sering berbelok menjadi sesuatu yang
merugikan dan menciptakan akibat buruk. Banyak masalah, seperti
perpecahan, kebencian, dan ketidakharmonisan, muncul ketika praktik
politik tidak fokus pada kebutuhan masyarakat umum, tetapi pada
kebutuhan individu atau kelompok tertentu. Akibatnya, politik saat ini
semakin dikaitkan dengan persepsi publik yang negatif. Hal ini terlihat pada
komunitas Gereja Toraja di Tanete, yang secara konsisten memandang politik
sebagai hal yang buruk. Persepsi negatif ini muncul dari pengalaman

berulang tentang ketidakharmonisan dan perpecahan yang terjadi ketika

*Rerung and Attu, “Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan Relevansinya Bagi Gereja
Toraja Mamasa Sapankale.”



unsur politik memasuki kehidupan gereja. Situasi ini menunjukkan bahwa
sebagian orang merasakan hal tersebut.

Orang Gereja tidak memiliki pemahaman yang baik tentang
Memahami sikap Gereja terhadap keterlibatan politik melalui perspektif yang
realistis dapat membantu kelompok Gereja Toraja Tanete menerapkannya
secara menyeluruh. Studi ini membantu dalam memahami berbagai bentuk
dan manifestasi partisipasi politik di lingkungan gereja. Hal ini menimbulkan
kekhawatiran tentang tingginya tingkat politik yang tidak sehat pada acara
demokratis, di mana politik uang ( "monay politics") menyebabkan anggota
gereja tidak lagi rukun, yang akhirnya menciptakan ketidakharmonisan. Hal
ini menyebabkan perpecahan dalam masyarakat terbawa ke dalam gereja,
sehingga mereka tidak lagi harmonis.

Gereja harus menjalankan misi ilahi di antara dunia beserta seluruh
keadaannya yang ada. Misi tiga dimensi Gereja, yang mencakup panggilan
untuk pelayanan (diakonia), kesaksian (marturia), dan persekutuan

(koinonia).”
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B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap gereja terhadap partisipasi

politik dan relevansinya bagi gereja Toraja jemaat Tanete Klasis Masanda?

C. Tujun Penelitian
Dari uraian rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan Untuk
mengetahui sikap gereja terhadap partisipasi politik dan relevansinya bagi

gereja Toraja jemaat Tanete Klasis Masanda.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Dapat meningkatkan pemahaman pembaca tentang sikap Gereja
terhadap partisipasi politik dan relevansinya bagi Gereja Toraja Jemaat
Tanete Klasis Masanda.
2. Dapat menambah wawasan lebih luas menganai sifat Geraja terhadap
partisipasi Politik dan relevansinya bagi Gereja Toraja Jemaat Tanete

Klasis Masanda.

E. Sistematika Penulisan
Bab I : pendahuluan dalam bab ini menjalaskan latar belakang
permasalahan yang di bahas, rumusan masalah yang menjadi fokus

penelitian, tujuan yang ingin dicapai, serta mamfaat yang ingin diperoleh dari



penelitian ini. Selain itu,juga di sajikan gambaran umum tentang struktur
penulisan yang di gunakan dalam penelitian ini untuk memberikan
pemahaman yang lebih jelas kepada pembaca.

Bab II; dalam bab ini penulis membahas teori yang di gunakan,
pengertian partisipasi politik, Sistem demokrasi di indonesia, partisipasi
politik di indonesia, pengertian gereja, tugas dan panggilan gereja, hubungan
gereja dengan politik, sifat gereja terhadap politik.

Bab III: dalam bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan tipe
penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian,
partisipan atau informan yang terlibat, sumber data yang di pakai, metode
pengumpulan data, serta teknik analisis data yang di terapkan dalam

penelitian ini.



